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27. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk
merrjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak
di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

29. Badan lJsaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang
Pertambarlgan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

30. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang
berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan
sahamnya lOOo/o (seratus persen) dalam negeri.

31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut
BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang
berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.

33. Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang IUP atau pemegang SIPB.

34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,
adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral cian/atau
Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang
nasional.

35. Wilayah Pertambangan Ralryat, yang seianjutnya disebut
WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan
kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

36. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi
yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis
nasional.

37. Kopera.si adalah badan hukum yang didirikan oleh'orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
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38. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak
langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.

39. Rencana Kerja clan Anggaran Biaya Tahunan yang
selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja
dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek
pengusahaan, a.spek teknik, dan aspek lingkungan.

40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia J,ang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Irrdonesia Tahun 1945.

4t. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai lrnsur
penyclenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

42. Menteri adaiah menteri yang menyelenggarakan urLlsan
pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Pasal 2

(1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke
dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan

bahan galian radioaktif lainnya;
b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik,

basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut,
cadrnium, cesium, emas, galena, galium, germanium.
hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit,
litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan,
moiibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir
besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium,
selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum,
telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium,
wolfram, dan zirkonium;

c. Mineral bukari iogam meliputi asbes, barit, belerang,
bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit,
fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit,
ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit,
magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk,
tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zirkon;
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b. pelestarian lingkungan hidup;
c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. tingkar- pertumbuhan ekonomi;
f. prioritas pemberian komoditas tambang;
g. jumlah darr luas WP; '

h. ketersediaan lahan Pertambangan;
i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral arau

Batr.rbara; dan
j. ketersediaan sarana cian prasarana.

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan

Batubara;
b. strategi pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
c. data potensi sumber daya dan cadangan Mineral dan

Batubara;
d. tuiuan dan target rencana pengelolaan Mineral dan

Batubara nasional;
e. kelembagaan; dan
f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

Mineral dan Batubara nasional.

Bagian Kedua
Penetapan Rencana Pengelolaan
Mineral dan Batubara Nasional

Pasal 4

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional
ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5
(lirna) tahun.

(2) Rencana pengelolaan Minera! dan Batubara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral
dan Batubara dalam rangka:
a. penerbitan perizinan;
b. pembinaan dan pengawasan;
c. peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara;
d. pengendalian prcduksi dan penjualan serta

pengutamaan Mineral dan Batubara untuk
kepentingan dalam rregeri;
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e. penetapan target penerimaan negara; dan
f. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi

cian Pascatarrrbang.

Pasal 5

Peninjauan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara
nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat
dilakukan dalam tral terdapat perubahan:
a- kebijakan nasional di bidang Pertambangan Mineral dan

Batubara; dan/atau
b. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana

pembangunan jangka menengah nasional.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA Di BIDANG PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan
Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha;
b. sertifikat standar; dan/atau
c. izin.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilaksa,nakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) lzin sebagaimana dirnaksud pada ayat. (21 huruf c terdiri
atas:
a. IUP;
b. IUPK;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
d. IPR;
e. SIPB;
f. izin penugasan;
g. [zin Pengangkutan dan penjualan;
h. IUJP; dan
i. IUP untuk Penjualarr.

SK No 097605 A

(5) Perizinan









PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

(5) Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. Iaporan keuangan 3 (tiga) tahun rerakhir yang'telah

diaudit oleh akuntan publik; atau
b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari

perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan
publik bagi perusahaan baru.

Pasal 12

(1) IUP yang diberikan kepada BUMN, sebagian WIUP tahap
kegiatan Operasi Prodr-rksi dapat dialihkan kepada Badan
Usaha lain yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih
kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP
yang WIUP-nya akan dialihkan.

(2) Kepernilikan saham BUMN pada Badan Usaha lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
terdilusi menjadi kurang dari 5lo/o (lima puluh satu
persen).

(3) Pengalihan sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi
Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 13

(1) Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan
kepemilikan saharn tanpa persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang

dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya
dan cadangan; dan

b. nremenuhi persrraratan administratif, teknis,
lingkungan, dan finansial.

(3) Persyaratan administratrf sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l'huruf b paling sedikit- meliputi:
a. surat permohonan;
b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi

pemutakhiran data; dan
c. susunan peng'Jrus, daftar pemegang saham, dan

daftar pernilik manfaat dari Badan Usaha.
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(21 Menteri memberikan persetujuan permohonan
peningkatan tahap kegiatan Operasi prqduksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi
berakhir.

(3) Menteri dapat menolak permchonan peningkatan tahap
kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil
evaluasi, pemegang IUP tahap kegiat_an Eksplorasi tidak
mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 alrat (.2).

(41 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu
paling larnbat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi
berakhir.

Pasal 42

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberikan selama:
a. 8 (deiapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam

jenis tertentu;
d. 3 (tiga) mhun untuk Pertambangan batuan; atau
e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

Pasal 43

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana
ciimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan dengan
ketentuan:
a. untuk Pertambangan Mineral logam paling larna 2O (dua

puluh) tahun;
b. untuk Pertarnbangan Mineral bukan logam paling lama 1O

(sepuluh) tahun;
c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu

paling lama 20 (dua puluh) tahun;
d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun;
e. untuk Pertambangan Batubara paling iama 20 (dua puluh)

tahun;
f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi

dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian
selama 30 (tiga puluhl tahurr; dan

g.untuk...
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(2) Dalam mengambil dan menggunakan batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang ILIP
tairap kegiai:an Operasi Produksi wajib:
a.. melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan

kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
b. membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perunclang-r-rndangan.

Paragraf 7
Kegiatan Operasi Produksi untuk

Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
yang Melakukan Kegiatan Pengolahan Secara Terpadu

Pasal 52

Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi
untuk komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu
melakukan kegiatan Pengolahan secara terpadu dengan
industri semen, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan Penambangan dilakukan berdasarkan IUP tahap

kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini; dan

b. kegiatan untuk industri semen dilakukan berdasarkan
perizrnan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Paragraf 8
Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

lzin Usaha Pertambangan

Pasal 53

(1) Pemegang IUP dapat diberikan persetujuan perpanjangan
tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap
kali perpanjangan oleh Menteri setelah memenuhi
persyaratan.

(21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ay+t (1)
meliputi:
a. surat permotronan;
b. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang

ditentukan;
c. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi

jangka panjang yang dijabarkan cialam tiap semester
selama jangka waktu permohonan perpanjangan; dan
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d. menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan
kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan
Eksplorasi diajukan kepada Menteri paling lambat dalam
jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender
sebelum jangka u,aktu tahap kegiatan Eksplorasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berakhir.

(4) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka
waktu kegiatan Eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil
evaluasi, pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(5) Penola.kan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disampaikan kepada pemegang IUP paling larnbat
sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi
berakhir.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka
waktu perpanjanElan tahap kegiatan Eksplorasi diatur
dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 9
Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Izin Usaha Pertarnbangan

Pasal 54

(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf e
dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:
a. untuk Pertarnbangan Mineral logam sebanyak 2 (dua)

kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam

sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis

tertentu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10
(sepuluh) tahun;

d. untuk Pertambangan batuan sebanyak 2 (dua) kali
masing-masing 5 (lirna) tahun; dan

e. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali
masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
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12) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang
terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dani atau
Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf f atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf g dapat diberikan perpanjangan
selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(3) Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN, jangka waktu
kegia-tan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan
sela.ma 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

Pasal 55

Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi
Prc.rduksi yang tidak terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan
dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau
cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh
Menteri.

Pasal 56

(1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan
fasilitas Pengolahan danf atau Pemurnian atau kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (21 harus memenuhi
kriteria:
a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas: !

1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang
melakukan Penambangan; dan

2 " memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi
kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan
dan/atau Pemurnian.

b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:
1. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan

dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang
rnelakukan Penambangan;

2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi
kebutuhan operasional fasilitas kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan
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Pasai 59

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan
Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam,
Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara
diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebeium berakhirnya jangka waktu
kegiatan Operasi Produksi.

(21 Permohonan perpaniangan jangka waktu kegiatan
Operasi Produksi untuk Pertambangan Minei'al br.rkan
logam atau batuan diajukan kepada Menteri paling cepat
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.

(3) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu
iUP darr sesuai jangka waktu perpanjangan. '

(41 Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan
Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi:
a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau

pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir:
c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;

d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan

reklamasi; dan
g. neraca sumber daya dan cadangan.

(5) Menteri memberikan persetujuan per:mohonan
perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap
kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling
lambat sebelum berakhirnya kegiatan Operasi Produksi.
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(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka
waktu kegiatan Operasi Produksi berciasarkan hasil
evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan kineda Operasi Produksi.

(71 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus
disampaikan kepada pemegang IUP disertai dengan
alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat
sebelum kegiatan Olrerasi Produksi berakhir.

Pasal 60

(1) Pemegang IUi' yang telah memperoleh perpanjangan
jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebanyak 2
(dua) kali sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 54
ayar- (1), harus mengembalikan WIUP kepada Menteri.

(21 Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus rnenyampaikan laporan mengenai keberadaan
potensi cian cadangan Mineral atau Batubara pada WIUP
kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
sebelum jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
berakhir.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pemberian
perpanjangan jangka waktu kegiatan Elisplorasi, jangka
'*'aktu kegiatan Operasi Pr:oduksi, dan pengembalian WIUP
diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan
yang diajukan oleh:

permohonan

a, orang perseoran€{an yang merupakan penduduk
setempat; atau

b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk
setempat.

(2) Permohonan...
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d. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik
khususnya pengelolaan lingkungan dan keselarnatan
Pertambangan.

Pasal b7

Ketentuan lebih lanju+- mengenai tata cara dan syarat
pemberian IPR diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

IZIN I.'SAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

(1) IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan
yang diajukan oleh:
a. BUMN;
b. BUMD; atau
c. Badan Usaha swasta.

(21 IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah mendapatkan WIUPK.

(3) Ketentuan mengenai penetapan WIUPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri.

Pasal 59

(1) Pemegang IUPK dilarang memindahtangankan IUPK
kepacla pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.

(21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) dapat
diberikan setelah pemegang IUPK memenutii persyaratan:
a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang

dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya
dan cadangan;

b. administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;'dan
c. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan

menerima pernindahtanganan IUPK.

SK No 097635 A

(3) Persyaratan













PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

Pasal 78

(1) Dalam pelaksanaan lelang WIIJPK Mineral logam atau
WIUPK Batrrbara sebagaimane dimaksud dalam Pasal 76
ayat i1), Menteri membentuk panitia lelang WIUPK
Minerai logam atau WIUPK Batubara.

(21 Panitia lelang WIIJPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beranggotakan gasal dan paling
sedikit berjumlafu z (tujuh) orang.

(3) Dalam keairggotaan panitia lelang WIUPK Mineral logam
atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

Pasal 79

(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1), calon peserta lelang harus memenuhi
persyaratan:
a. adrninistratif;
b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
c. finansial.

(21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. nomor induk berusaha;
b. prol-rl Badan Usaha; dan
c. sllsunan pengurus, daftar pemegang saham, dan

daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau
Badan Usaha swasta.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit meliputi:
a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha

swasta di bidang Pertambangan Minerai atau
Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi
perusahaan baru harus mendapat dukungan dari
perusahaan lain yang bergerak di bidang
Pertambangan:

b.mernpunyai...
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(21 Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
a. Penl,elidikan Umum;
b. Eksplorasi; dan
c. Studi Kelayakan.

(3) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
a. Konstruksi;
b. Penambangan;
c. Pengolahan danf atau Pemurnian atau Pengembangan

dan/atau Pemanfaatan; dan
d. Pengangkutan dan Penjualan.

Paragraf 2
Tat-a Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Tahap Kegiatan Eksplorasi

Pasal 85

(U BUMN atau BUMD yang menCapatkan WIUPK Mineral
loganr atau WIUPK Batubara secara prioritas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) harus
menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri.

(21 Apabila BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak
menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri,
dianggap mengundurkan diri dan kompensasi data
informasi yang telah dibayarkan menjadi milik negara
sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(3) Dalam hal BUMN atau BUMD telah dianggap
meng5undurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dapat
ditawarkan dengan cara lelang kepada Badan Usaha
swasta sesuai dengan ketentrran dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 86

(1) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (3) harus menyampaikan permohonan IUPK
kepada Menteri setelah ditetapkan sebagai pemenang
lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara.
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Pasal 96

Persyaratan finansiai sebag.ainian:i dirnaksud dalan: Pasal 92
ayat (21huruf d meliputi:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang teiah

rliaudit oleh akuntari publik;
b. surat keterangan liskal sesuai dengan keterrtuan

peraturan perundang-unCangan di bidang perpajakan; dan
c. peiunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi t-ahurr

terakhir.

Pasai 97

(1) Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (l)
disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga
puluhl hari kalender sebelum jangka u,'aktu tatrap
kegiatan Eksplorasi berakhir.

(2i Menteri memberikan persetujuan permohonan
peningkatan tahap kegiatan Cperasi Produksi
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi
berakhir

(3) Menteri dapat ment-:lak permohonan peningkatan tahap
kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil
evaluasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana drmaksud dalam
Pasal 92 ayat (2).

(41 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disanrpaikan kepacia pemegang IUPK dalam jangka waktu
paling lambat- sebelurn tahap kegiatan Eksplorasi
berakhir.

Pasal 98

Jangka waktu tahap kegiata.n Eksplorasi sebagaimana
dimaksud Calarn Pasal 84 ayat (1) huruf a diberikan selama:
a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

Can I

b. 7 ('uujuh) tahun untr ik Perta.mbangan Batubara.

:;2 -
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Paragraf 8
Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Izin Usaha Pertarnbangan Khusus

Pasal 109

(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 huruf a clan huruf b dapat
diberikan perpanjangan dengan ketentuan:
a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua)

kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; dan
b. untuk Pertambang,an Batubara sebanyak 2 (dua) kali

masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 
,

(21 Jangka r,vaktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dan huruf d yang
terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau
Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal gg
huruf c atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan
danlatau Pemanlaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 huruf d dapat diberikan perpanjangan
selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(3) Dalam hal IUPK dimiliki oleh BUMN, jangka waktu
kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan
selama 10 (seputruh) tahun setiap kali perpanjangarr.

(41 Permohonan perpanjangan jangka 'x,aktu kegiatan
Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam
atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2i, dan ayat (3) diajukan kepada Menteri paling
cepat dalam jangka u,aktu 5 (lima) tahun atau paling
Iambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.

(5) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
untuk Pertambangan Mineral logam atau Batubara
sebagairrrana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan
jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUPK dan sesuai
jangka rvaktu perpanjangan.

(6) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan
Operasi Produksi sebagairrrana dimaksud pada ayat (4)
paling seo.ikit harus dilengkapi:
a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3

(tiga) tahun terakhir;

c.surat...
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(4) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi KontrakyPr:rlanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat ( i) dengan mernperuirrrbangkan:
a. keberlanjutan operasi;
b. optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara

dalam rangka konservasi Mineral atau Batuba.ra dari
WIIJPK untuk tahap kegiatan C)perasi Produksi; dan

c. kepentingan nasionai.

Pasal 1 10

(1) Dalam rangka pertirnbangan keberlanjutan operasi dan
optimalisasi potensi cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 ayat (4) huruf a dan huruf b, pemegang
KK dan PKP2B sebelum mengajukan permohonan IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian harus
menyampaikan rencana pengembangan seh:ruh wilayah
untuk mendapatkan persetujuan Menteri.

(21 Dalarrr rangka pertimbangan keperrtingan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasai t 15 ayat (4) huruf c,
pemegang PKP2B sebelum mengajukan permohonan
IUPK sehagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
harus menyampaikan rencana Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara di dalam negeri untuk
mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 1 17

(1) Rerrcana pengembangan seluruh wilayatr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. jumlah dan lokasi sumber daya dan/atau cadangan

yang diperuntukkan untuk kegiatan Penarnbangan
sampai dengan masa perpanjangan;

b. rencana kegiatan Operasr Produksi selama masa
perpanjangan;

c. rencana pengelolaan iingkungan termasuk Reklamasi
dan Pascatarnbang;

d. rellcana investasi dan pembiayaan; dan
e. rencana penaanfaatan rvilayah di dalam WIUPK yang

digrunakan untuk menunjang kegiatan Usaha
Perta.mbangan dan/atau diperlukan untuk menjamin
terpcnuhirrya aspek lingkungan dan keselamatan
Pertambangan.

(2) Rencana.
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(2) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan
surnber daya dan/atau cadangan Mineral arau Batubara
pada WILJPK kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun sebelum ILIPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjiai'i berakhir. ,

(3) Laporan sebaga.inrana dimaksud pada ayat (2) sebagai
dasar bagi Menteri unt"uk menetapkan kembali wilayah
tersebut menjadi WUP, WPN, WPR, atau WUPK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
perpanjangan jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 123

Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi
pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi produksi
sebagainiana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini beriaku
secara mutatis mutandis terlradap IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan lain
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat
Pelaksan aan lzin Usaha Pertambangan Khusus
Sebagai Kelanj utan Operasi Kontrak / Perj anj ian

Pasal 124

(1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara
wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Ratubara di dalam negeri.

(2) Pelaksanaan Pengembangan dan/atau Pemanfaaran
Batubara. oleh pemegang IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi KontrakT Perjanjian untuk komoditas tambang
Batubara wajib mengacu pada rencana Pengemhangan
dan/atau Pernanfaatan yang telah disetujui oleh Menteri.
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Pasal 125

(1) Kegiatan Pengembangan dan/atau pemanfaatan
Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 124
ayat (1) berupa:
a. pengembangan Batubara yang melipr_11i;

1. pernbuatan kokas (cokingl;
2. pencairan Batubara (coal liquefactionl; atau
3. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk

gasifikasi Batubara bawah tanah (underground
coal gasification).

b. pemanfaata.n Batubara melalui pembangunan sendiri
Pembangkit Listrik Tenaga Uap baru di mulut
tambarrg untuk kepentingan umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan
dan/atau Pernanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalarn dalam peraturan Menteri.

Pasal 126

(1) Pelaksanaan Pengembarrgan dan/atau pemanfaatan
Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 dapat
dilaksanakan secara sendiri atau bekerja sama dengan
pihak lain yang melakukan kegiatan usaha
Pengembangan danf atau Pemanfaatan Batubara.

(2) Kerja sama pelaksanaan kegiatan pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kepemilikan saham secara langsung scbesar paling

sedrkit 25'/o (dua puluh lima persen) pada Badan
Usaha lain yang melakukan kegiatan pengembangan
danrlatau Pemanfaatan Batubara; dan

b. pemberian jaminan ketersediaan suplai Batubara
yang mencukupi selama periode operasi komersial
Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

(3) Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terdiri atas:
a. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang

memiliki fasilitas Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara;
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d. slrmirer pasokarl ivlineral atau Batubara yang
drbuktikan clengarr salinan nota kesepaharnan atau
perjanjian kc:ja sama Pengangkti,tan dan Penjtralan
Mineral atau Batubara yang rnasih ber'l.aku dengan
pemegang:
1. ILI[);
2. ltJPIi;
3. ILIPK sebagai Kelanjutalt C)prerasi

Kontrak/Perjanjian;
4. iPP.;
5. SIPB;

9 KK;
7. PKP2R; dan/atau
8. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 136 
!

(1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka
waktu S (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu 5 (lirrra) tahun set-iap kali perpanjangarr.

(21 Permohonan perpanjangan jangka w'akttr lzin
Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Menteri
paling cepat dalam jangka r,r'aktu 6 (enam) bulan atau
paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktr.r lzin Pengangkutan
dan Penjualan.

(3) Perpanjangan jangka waktu lzin Pengangkutan dan
Penjuaian diberikan dcngan ketentuan sesuai dengan
sisa jangka waktu lzin Pengangkutan dan Penjualan
ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima)
tahun.

(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat Ql paling sedikit hat'us dilengkapi:
a. surat perrnohonan;
b. 

;ft::. 
inriuk berusaha dalam hal ada pemutakhiran

c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama
Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara
lartg masih berlaku dengan pemegang:
1. iLrP;
2. ITIPK;

3. IUPK...
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(") Penggunaan perusahaan Jasa Pertambalrgail lokal
daniatau nasional sebagrr.imana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan t erdas. arkan:
a. kedekatarr lokasi kegiat:r.n Usaha Pertambangan

dengan keberadaan pen-rsahaan Jasa Pertambangan
pada wiiayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi
lainrrya; dan

b. sLatus pertrsahaan ,Jasa Pertambanga-n sebagai
perusahaan penanarnan modal dalam negeri.

(71 Dalam hal tidak terclapirt perursahaan Jasa Pertarnbangan
lokal dan/atau rrasional sebagai.matra dimaksrrd pada
ayat (1), pemegang IUP atau 1UPK dapat menggunakan
perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum
Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

(8) Penggunaan pemsahaan Jasa Pertambangan yang
berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman
rnodal aslng sebagaimana dimaksud pada ayat (71 setelah
pemegang IUP atau IUPK melakukan pengumuman ke
media massa lokal cian/atau nasional tetapi tidak ada
perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasiorral
yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Persal 138

(1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dapat
memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa
Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.

(21 Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib rnengutamakan pengg1-rnaan
kontraktor lokal darr tenaga kerja lokal.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pemberian
sertifikat stantlar diatrrr dalam Peraturan Menteri.
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(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (r) terdiri atas:
a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan

atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat
utama dan alat penunjang produksi; dan

b. jaian penunjang yang disediakan untuk jalan
transportasi barang atau orang dalam suatu area
Pertambangan dan/atau area proyek pendukung
operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas
PertambanElan.

(3) Jalan Pertarnbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUp dan
IUPK atau bekerja sama dengan:
a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan

Pertambangan; atau
b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat

diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah
memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.

(41 Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan
perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (41

harus rnemperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan
kemanfaatan.

(6) Dalam hal jalan Pertambangan sehagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUp dan
IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum
termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan
setelah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 174

(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam penggunaan dan
pembangunan jalan Pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) wajib
memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
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5. Penerbitan perizinan yang transparan dalarn kegiatan usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga iklim usaha diharapkan
dapat lebih sehat darr korrrpetitif. :

6. Peningkatan nilar tambah dengan rnelakukan pengolahan dan
pemurnian Mineral dan Batubara di dalam negeri.

PASAL DE}ytI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup.jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup ielas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a

Prinsip efektivitas drtentrrkan berdasarkan paCa tujuan
penyelenggara suatu rlrusan pemerintahari yang +.epat glrna
dan berdayaguna.

Huruf b 
,

Prinsip cfisiensi ditenurkan berdasarkan tingkat daya guna
yang paling tinggi yang dapat diperoleh dalam
penyeienggaraan suatu ui'usan pemerintahan.
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Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jeias.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Surat keterangan fiskal yang dipersyaratka.n meliputi surat
keterar.gan liskal Badan Usaha pemegang IUP yang
rnengalihkan, pengurus'r, dan pemegang satram.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasai 16
Cukup jelas

Pasal t7
Cukup jelas

Pasal 18
Yang diinaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan"
adalah ketentr-ran peraturan perundang-undangan di bidang
ketenaganukliran.

Pasal 19
Cukup jelas
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